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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman di  KAB.LOMBOK TIMUR,

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

2/PDT.ADV/JL/II/2020,  tertanggal  11  februari  2020  yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor  :  W22-A4/63/SK/HK.05/II/2020  tertanggal  12

Fenruari 2020 memberikan kuasa kepada :

Herman  Sudiro,SH.  dan  Sanusi,  SH,  Keduanya  adalah  Advokat  &

Pengacara,  beralamat di Jln.TGH.M Mutawalli Jerowaru,

xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di  Dusun  Telage  Bagek

Desa  Ketapang  Raya,xxxxxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxxx

xxxxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Kuasa  Penggugat  dan  saksi-saksi  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  18  Februari

2020 yang telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

254/Pdt.G/2020/PA.Sel  telah  mengajukan  perkara  cerai  gugat  dengan
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mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara  penggugat  dengan  tergugat  adalah suami

istri  yang sah yang menikah pada hari  kamis tanggal  27 April  2017 di

kantor  urusan  agama  (KUA)  kecamatan  keruak  dengan  wali  nikah

H.MAHSAR ,S.Ag. dengan maskahwin uang Rp. 500.000 (Lima ratus ribu

rupiah) di bayar tuanai dan perkawinan tersebut telah terdaftar di dalam

buku  register  pegawai  pencatat  nikah  kantor  urusan  agama  (KUA)

kecamatan keruak  Nomor:0170/ 044/IV/2017  tertanggal 28-04-2017 ;  

2. Bahwa  pada  saat  dilaksanakan  akad  nikah  antara

Penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan sesusuan atau semenda

yang  menghalangi  sahnya  pernikahan  tersebut  dan  selama  itu  pula

antara penggugat dengan tergugat tetap beragama Islam;  

3. Bahwa  dari  sejak  pernikahan  tersebut  antara  penggugat

dan tergugat sempat tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri

dan numpang tinggal di rumah mertuanya yang bertempat di dusun Telage

Bagek  ,desa  Ketapang  Raya  kecamatan  Keruak,kabupaten  Lombok

Timur;  

4. Bahwa meskipun tinggal serumah namun sampai saat ini

antara penggugat dengan tergugat belum di karuniai anak;  

5. Bahwa  semasa pernikahan tersebut tergugat tidak mampu

memberikan nafkah lahir di karenakan malas mencari nafkah ,selalu pergi

mabuk-mabukan  sehingga sekitar bulan januari 2018 penggugat dengan

sangat terpaksa pergi merantau ke luar negeri /timur tengah (Uni emirat

Arab )dengan maksud kelak bisa merubah nasib hidup yang lebih baik;  

6. Bahwa  sewaktu  penggugat  berada  di  luar  negeri  /timur

tengah  (Uni  emirat  Arab)  tergugat  tidak  pernah/tidak  mau  lagi 

menghubungi penggugat sampai akhirnya penggugat pulang dan bahkan

sekarang  ini  penggugat  tinggal  berumah  di  rumah  kakak  iparnya

penggugat di dusun batu bawi desa Pandan wangi kecamatan jerowaru

kabupaten Lombok timur dan kebutuhan hidup penggugat kini di tanggung

kakak ipar penggugat;  

7. bahwa karena Penggugat sudah tidak peduli lagi tidak mau
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memberikan nafkah lahir  dan bathin kepada Penggugat yang membuat

Penggugat sudah tidak lagi menaruh rasa cinta lagi kepada Tergugat;  

8. bahwa  oleh  karenanya  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak  ada  harapan  lagi  untuk  bisa  hidup  rukun  dan  damai  bersama

sebagaimana di harapkan oleh Lembaga perkawianan yaitu suami istreri

wajib saling cinta mencintai  hormat menghormati  setia dalam memberi 

nafkah lahir dan bathin yang satu sama lainnya (vide pasal 33 UU No. 1

Tahun 1974) tidak mungkinakan terwujud kembali dan Penggugat berhak

untuk menurut cerai  dari Tergugat;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Selong  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan  penggugat

seluruhnya

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

dan apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(ex aquo at bono)

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  menghadap  dipersidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  meskipun

menurut relaas Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 20 Februari  2020 dan

tanggal  06  Maret  2020  Tergugat   telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut.

Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai

wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau

berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak

pernah  hadir  ke  persidangan,  maka  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan
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membacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 0170/ 044/IV/2017, yang

aslinya dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan keruak,

tanggal  28-04-2017,  telah  dicocokkan dengan aslinya  ternyata  sesuai

aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Bahwa  selain  bukti  surat,  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-

saksi sebagai berikut :

Saksi 1,  SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  LOMBOK  TIMUR,  di  bawah

sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya rukun-rukun saja,  akan tetapi  sejak januari  2018

mulai  tidak  tentram  disebabkan  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus; 

- Bahwa  penyebabnya  adalah  Tergugat  malas  bekerja,

Tergugat  juga  diketahui  Suka  mabuk-mabukan  dan  tergugat

kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

tahun 2018;  

- Bahwa  saksi  tahu  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Saksi 2,  SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  LOMBOK  TIMUR,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya rukun-rukun saja,  akan tetapi  sejak januari  2018

mulai  tidak  tentram  disebabkan  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus; 

- Bahwa  penyebabnya  adalah  Tergugat  malas  bekerja,

Tergugat  juga  diketahui  Suka  mabuk-mabukan  dan  tergugat

kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

tahun 2018;  

- Bahwa  saksi  tahu  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa  selanjutnya  Kuasa  Penggugat  menyatakan  tidak  akan

mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada

pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk pada

hal-hal  yang tercantum dalam berita  acara  sidang sebagai  bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

mengenai  bidang  perkawinan  berkenaan  dengan  percaraian  yang  menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa pada hari  yang telah ditetapkan, Penggugat  telah

hadir  menghadap  persidangan  dengan  didampingi  oleh  kuasa  hukumnya,

sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut

untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak

ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat

dapat  disimpulkan  bahwa  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap  Tergugat  telah  mendalilkan  bahwa  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  terus  menerus  yang  sulit  didamaikan.  Akibatnya  antara

Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak

ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR

4. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan  penggugat

seluruhnya

5. Menceraikan Penggugat dari Tergugat

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

dan apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(ex aquo at bono)

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat  bukti  surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik,

serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan

saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat

bukti  tersebut dapat diterima menjadi  alat  bukti  yang sah dalam perkara ini,

sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1,  maka terbukti  Penggugat

dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  oleh  karena  itu

Penggugat  dan  Tergugat  masing-masing  mempunyai  dasar  hukum  (legal

standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai

suami  isteri”.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan

huruf (f)  dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi  pengadilan mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat

telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  dekatnya  untuk  dimintai  keterangannya

sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang,  bahwa dengan menghubungkan dalil  gugatan Penggugat

dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang terikat perkawinan yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi;

3. Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sulit

didamaikan; 

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat  disebabkan  Tergugat  malas  bekerja,  Tergugat  juga  diketahui

Suka mabuk-mabukan dan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap

nafkah lahir penggugat

5. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pisah  sehak  tahun

2018;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan  Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil,

dan  di  muka  persidangan  meskipun  Majelis  Hakim  telah  menasehati

Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi  Hukum Islam perkawinan adalah
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ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa/

sakinah  mawaddah  warahmah.  Dengan  adanya  fakta-fakta  diatas  terutama

sikap  Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah

menunjukkan  lepasnya  ikatan  batin  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah

lepas dari  sendi-sendinya (tidak  adanya ikatan batin  lagi  antara  suami  istri)

akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi

suami  istri,  sedang  dalam ajaran  agama  Islam menghindari  mafsadat  lebih

didahulukan  dari  pada  mengambil  manfaatnya.  Oleh  karena  itu  keinginan

Penggugat untuk bercerai dari  Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  sejalan

dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 : 

المصالح      علىجلب مقدم الفاسد درء

Artimya:  Menolak  kemafsadatan  itu  adalah  lebih  utama  dari  pada  menarik

kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan suami  istri,  justru  sebaliknya

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  istri  terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah
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mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

itu  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  dan  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  149  R.Bg,  maka  gugatan

Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  sah

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra Tergugat

(TERGUGAT)  terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Selong pada hari  Kamis tanggal  19 Maret 2020 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  24  Rajab  1441 Hijriah,  oleh  kami  Drs.  H.

HAMZANWADI,  M.H.  sebagai  Hakim Ketua Majelis  serta  H. FAHRURROZI,

S.H.I.,  M.H. dan  APIT  FARID,  S.H.I.  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota  serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri  oleh para hakim Anggota serta  Bukran,  SH. sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota 

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP Relaas: Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)
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